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LAMPIRAN 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

Kepala Desa Terpilih Tanjung Samalantakan 

1. Alasan bapa mengajukan diri sebagai calon kepala desa tanjung 

samalantakan? 

2. Bagaimana strategi pemenanga bapak pada masyarakat untuk mendukung 

bapak? 

3. Apakah ada strategi khusus dari bapa sehingga bapa sebagai calon kepala 

desa dapat terpilih? 

4. Apakah menggunakan unsur agama sebagai strategi pemenang? 

5. Apakah yang terjadi setelah bapak terpilih sebagai kepala desa di tanjung 

samalantakan? 

Tim Sukses 

1. Bagaimana strategi anda sebagai tim sukses calon kepala desa yang anda 

usung bisa memenangkan pemilihan? 

2. Bagaimanakah strategi yang anda lakukan sehingga bisa menarik calon 

pemilih untuk memilih calon kepala desa yang anda usung? 

3. Apa dampak yang terjadi kepada anda sebagai tim suksesisetelah 

memenangkan pemilihan kepala desa? 

Masyarakat 

1. Apa saja yang terjadi selama pemilihan sedang berlangsung dan bagaimana 

persepsiibapa sebagai masyarakat menyikapi hal tersebut? 

2. Apa yang terjadi setelah beliau terpilih menjadi kepala Desa Tanjung 

Samalantakan? 

3. Bagaimana janji yang pernah diberikan oleh tim sukses kepada anda sebagai 

anak muda setelah calon kepala desa yang diusung terpilih menjadi kepala 

desa? 

4. Bagaimana persepsi bapa sebagai masyarakat setelah beliau terpilih menjadi 

kepala Desa Tanjung Samalantakan? 

5. Bagaimana persepsi bapa sebagai masyarakat menyikapi kebijakan kepala 

desa yang baru setelah terpilih? 
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Informan Kepala Desa Tanjung Samalantakan 
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Informan Para Tim Sukses 
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Informan Masyarakat 
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Penetapan Judul dan Pembimbing 
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Surat Perubahan Judul 
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Penetapan Waktu Seminar Desain Penelitian 
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Telah Melaksanakan Seminar Desain Penelitian 
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Surat Izin Melakukan Riset 
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Surat Keterangan Telah Melakukan Riset 
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SK Lulus Ujian Komprehensif 
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SK Baca Tulis Al-Qur’an 
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SK Komputer 
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SK Perolehan SKK 
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BUPATI KOTABARU 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU 

NOMOR 22 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU 
NOMOR 05 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KOTABARU, 

Menimbang : a. bahwa terbitnya Keputusan Mahkamah Konstitusi 
Republik Indonesia Nomor 128/PII-XIII/2015 telah 
membatalkan Pasal 33 huruf g Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga 
persyaratan menjadi kepala desa yang telah 
ditetapkan dalam peraturan daerah perlu 
disesuaikan; 

b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum 
dalam pelaksanaan pemerintahan desa terkait 
berakhirnya masa jabatan atau berhentinya kepala 
desa dan perubahan nomenlaktur perangkat daerah 
pelaksana pemberdayaan masyarakat dan 
pemerintahan desa serta melaksanakan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala 
Desa, perlu untuk melakukan perubahan atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 
Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru  Nomor 
05 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 
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2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik  Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4826); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- 
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5717); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun  2017  Nomor  73,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 
2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala 
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1221); 
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8. Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Nomor  44  Tahun 
2016 tentang Kewenangan Desa  (Berita  Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 
Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru 2015 Nomor 
05); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kotabaru 2016 Nomor 21, Lembaran Daerah 
Kabupaten Kotabaru Nomor 18); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU 

dan 

BUPATI KOTABARU 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  NOMOR 
05 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA. 

 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Kotabaru Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala 
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru 2015 Nomor 
05) diubah sebagai berikut: 

 
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Derah ini, yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati 
adalah Bupati Kotabaru. 

3. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada 
dibawah dan bertangggungjawab kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah. 
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4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang 
disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut 
Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau 
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan 
urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang 
disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya 
disingkat BPD, adalah lembaga yang 
melaksanakan fungsi pemerintahan yang 
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa 
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan 
secara demokratis. 

8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara 
Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, 
dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh 
Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati 
hal yang bersifat strategis. 

9. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan 
kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih 
Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, 
bebas, rahasia, jujur, dan adil. 

10. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang 
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban 
untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya 
dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah. 

11. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang 
selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah 
panitia yang dibentuk oleh BPD untuk 
menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa. 

12. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten 
yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan 
Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati 
pada tingkat Kabupaten dalam mendukung 
pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. 

13. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala 
Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan 
sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala 
Desa. 
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14. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala 
Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam 
pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. 

15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat 
PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Kotabaru. 

16. Penjabat Kepala Desa adalah PNS di lingkungan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru yang 
diangkat oleh Bupati. 

17. Pemilih adalah penduduk desa setempat yang 
telah memenuhi syarat untuk  mempergunakan 
hak pilihnya. 

18. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya 
disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun 
berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan 
Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek 
kembali atas kebenarannya serta ditambah 
dengan pemilih baru. 

19. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih 
yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih 
karena yang bersangkutan belum terdaftar Daftar 
Pemilih Sementara. 

20. Daftar Pemilih Tetap yang  selanjutnya  disebut 
DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan 
oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan 
identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam 
pemilihan Kepala Desa. 

21. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh 
Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon 
Kepala Desa dari penduduk desa Warga Negara 
Republik Indonesia di desa yang bersangkutan. 

22. Penyaringan adalah proses seleksi bakal-bakal 
calon Kepala Desa hasil penjaringan sesuai 
persyaratan oleh Panitia Pemilihan. 

23. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan 
oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para 
pemilih dalam rangka mendapat dukungan. 

24. Pelaksana kampanye adalah calon kepala desa, 
orang perorangan atau organisasi yang ditunjuk 
oleh peserta pemilihan kepala desa. 

25. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya 
disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya 
pemungutan suara. 

26. Dinas adalah Satuan Perangkat Daerah yang 
tugas dan fungsinya melaksanakan urusan 
pemerintahan desa. 
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2. Ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah, ayat (4) dan ayat (5) 
dihapus sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 4 

(1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat 
dilaksanakan dengan mempertimbangkan : 
a. pengelompokan waktu berakhirnya masa 

jabatan Kepala Desa diwilayah Kabupaten 
Kotabaru; 

b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau 
c. ketersediaan PNS dilingkungan Pemerintah 

Kabupaten Kotabaru yang memenuhi 
persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa. 

(2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 
(enam) tahun. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Interval waktu 
pemilihan kepala Desa secara bergelombang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

(4) Dihapus. 

(5) Dihapus. 

 
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 5 
 

(1) Bupati membentuk panitia pemilihan di kabupaten 
yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(2) Tugas panitia pemilihan di kabupaten sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. merencanakan, mengkoordinasikan dan 
menyelenggarakan semua tahapan 
pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten; 

b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan 
pemilihan kepala Desa terhadap panitia 
pemilihan kepala Desa tingkat Desa; 

c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak 
suara; 

d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan 
pembuatan kotak suara serta perlengkapan 
pemilihan lainnya; 
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e. menyampaikan surat suara dan kotak suara 
dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada 
panitia pemilihan; 

f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan 
pemilihan kepala Desa tingkat kabupaten; 

g. melakukan pengawasan penyelenggaraan 
pemilihan kepala Desa dan melaporkan serta 
membuat rekomendasi kepada Bupati; dan 

h. melakukan evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan pemilihan. 

(3) Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e 
pelaksanaanya dapat ditugaskan kepada Desa yang 
diatur dengan Peraturan Bupati. 

 
4. Ketentuan Pasal 21 huruf g dihapus dan huruf i diubah 

sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 21 

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan: 

a. warga negara Republik Indonesia; 

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, 
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia tahun 1945, serta 
mempertahankan dan memelihara keutuhan 
negara kesatuan republik indonesia dan bhinneka 
tunggal ika; 

d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah 
menengah pertama atau sederajat; 

e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun 
pada saat mendaftar; 

f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa; 

g. dihapus; 

h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; 

i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap karena 
melakukan tindak pidana yang diancam dengan 
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau 
lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai 
menjalani pidana penjara dan mengumumkan 
secara jujur dan terbuka kepada publik  bahwa 
yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan 
sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; 
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j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan 
putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap; 

k. sehat jasmani dan rohani; 

l. bebas Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat 
Adiktif lainnya; dan 

m. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) 

kali masa jabatan. 

 
5. Ketentuan Pasal 22 huruf i diubah sehingga Pasal 22 

berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal  22 

Kelengkapan persyaratan menjadi Kepala Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi : 

a. Surat Pernyataan Kesediaan menjadi Calon atau 
dicalonkan menjadi Kepala Desa; 

b. Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa; 

c. Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila sebagai 
Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada 
Negara Kesatuan Republik Indonesia serta 
Pemerintah; 

d. Surat Pernyataan belum pernah menjabat sebagai 
Kepala Desa paling lama 18 (delapan belas) tahun 
atau tiga kali masa jabatan; 

e. Salinan Ijazah Pendidikan terakhir yang telah 
dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 

f. Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir dari  Pejabat 
yang berwenang; 

g. Surat Keterangan domisili dari Kepala Desa yang 
bersangkutan; 

h. Foto copy Tanda Penduduk yang telah  dilegalisir 
oleh pejabat yang berwenang; 

i. Surat Keterangan Tidak Pernah Dihukum karena 
melakukan tindak pidana kejahatan dengan 
ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun 
dari Pengadilan, kecuali 5 (lima) tahun setelah 
selesai menjalani pidana penjara dan 
mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada 
publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana 
serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang- 
ulang; 
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j. Surat Keterangan tidak dicabut hak pilihnya 
sesuai dengan keputusan pengadilan yang 
mempunyai kekuatan hukum tetap dari 
Pengadilan; 

k. Surat Keterangan Kesehatan dari instansi yang 
berwenang; 

l. Surat   Keterangan   bebas      Narkotika,   Alkohol, 
Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya; dan 

m. Izin tertulis dari atasannya yang berwenang 
(khusus bagi bakal calon yang berasal dari PNS). 

 

6. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah sehingga Pasal 23 
berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal  23 

(1) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam 
jangka waktu 9 (sembilan) hari diajukan secara 
tertulis kepada Panitia Pemilihan dengan 
dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan 
dengan tembusan kepada Bupati  melalui  Camat 
dan disampaikan kepada Dinas. 

(2) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, 
klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman 
nama calon dalam jangka waktu 20 (dua  puluh) 
hari. 

(3) Panitia pemilihan melaksanakan penjaringan dan 
penyaringan bakal calon Kepala Desa sesuai 
persyaratan. 

 
7. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) diubah sehingga Pasal 25 

berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 25 

(1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang 
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 24 berjumlah paling sedikit 2 (dua) 
orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia 
pemilihan Kepala Desa menetapkan bakal calon 
Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa. 

(2) Penetapan calon Kepala Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat 
keputusan panitia pemilihan Kepala Desa dan 
disampaikan kepada Bupati melalui Camat, 
ditembuskan kepada Dinas. 

(3) Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada 
masyarakat. 
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8. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) diubah sehingga Pasal 27 
berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 27 

(1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 lebih dari 5 
(lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan 
dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja 
di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia 
dan persyaratan lain. 

(2) Tambahan persyaratan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

 

9. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

 

Pasal 52 
 

(1) Calon kepala Desa yang memperoleh suara 
terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan 
sebagai calon kepala Desa terpilih. 

(2) Dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh 
suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon 
terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan 
suara sah yang lebih luas. 

(3) Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

 

10. Ketentuan Pasal 53 ayat (2) diubah sehingga Pasal 53 
berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 53 

(1) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan 
laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD 
paling lama 3 (tiga) hari setelah selesai 
perhitungan suara. 

(2) BPD berdasarkan  laporan  hasil  pemilihan 
kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) menyampaikan calon kepala desa terpilih 
berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati 
melalui Camat dengan  tembusan  kepada  Dinas 
dan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah 
menerima laporan dari Panitia Pemilihan Kepala 
Desa. 
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(3) Bupati menetapkan pengesahan dan 
pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan 
Bupati. 

 

11. Diantara Pasal 56 dan Pasal 57 disisipkan 3 (tiga) pasal 
yakni Pasal 56A, Pasal 56B dan Pasal 56C, sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 56A 

 
(1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan 

dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, 
Bupati mengangkat PNS dilingkungan Pemerintah 
Kabupaten Kotabaru sebagai Penjabat Kepala Desa 
sampai dengan ditetapkan Kepala Desa antar 
waktu hasil musyawarah Desa. 

(2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan 
sejak Kepala Desa diberhentikan. 

(3) Masa jabatan kepala Desa yang ditetapkan melalui 
musyawarah Desa terhitung sejak tanggal 
pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan 
Kepala Desa yang diberhentikan. 

 

Pasal 56B 
 

(1) BPD membentuk panitia pemilihan kepala Desa 
antar waktu. 

(2) Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar 
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD. 

(3) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu terdiri 
atas perangkat Desa dan unsur masyarakat. 

(4) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jumlahnya 
disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan 
APBDesa. 

(5) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
bertanggungjawab kepada pimpinan BPD. 

 
Pasal 56C 

 
(1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 56B ayat (3) melakukan penjaringan dan 
penyaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu. 
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(2) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon 
Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang 
calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon. 

(3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan  lebih 
dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi 
tambahan. 

(4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) terdiri atas: 

a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan 
Desa; 

b. tingkat pendidikan; dan/atau 
c. persyaratan lain yang ditetapkan Bupati. 

(5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan 
kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan 
memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 
(tujuh) hari. 

(6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap 
kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan 
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD 
menunda pelaksanaan Musyawarah Desa 
pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang 
ditetapkan oleh BPD. 

 
12. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
 

(1) Pemilihan kepala Desa antar waktu dilaksanakan 
melalui tahapan: 
a. persiapan; 
b. pelaksanaan; dan 
c. pelaporan. 

(2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi: 
a. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa 

antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka 
waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak 
Kepala Desa diberhentikan; 

b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban 
APBDesa oleh panitia pemilihan kepada 
Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka 
waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 
panitia terbentuk; 

c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh 
Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka 
waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 
diajukan oleh panitia pemilihan; 
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d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon 
Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam 
jangka waktu 15 (lima belas) Hari; 

e. penelitian kelengkapan persyaratan 
administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan 
dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan 

f. penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh 
panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang 
calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon 
yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa 
untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak 
dipilih dalam Musyawarah Desa. 

(3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b meliputi: 
a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin 

oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan 
pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan; 

b. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak 
dipilih oleh Musyawarah Desa melalui 
musyawarah mufakat atau melalui pemungutan 
suara; 

c. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh 
panitia pemilihan dan peserta Musyawarah 
Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat 
atau melalui pemungutan suara yang telah 
disepakati oleh Musyawarah Desa; 

d. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa 
oleh panitia pemilihan kepada Musyawarah 
Desa; dan e. pengesahan calon terpilih oleh 
Musyawarah Desa. 

(4) Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur 
masyarakat. 

(5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) berasal dari: 
a. tokoh adat; 
b. tokoh agama; 
c. tokoh masyarakat; 
d. tokoh pendidikan; 
e. perwakilan kelompok tani; 
f. perwakilan kelompok nelayan; 
g. perwakilan kelompok perajin; 
h. perwakilan kelompok perempuan; 
i. perwakilan kelompok pemerhati dan 

perlindungan anak; 
j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau 
k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi 

sosial budaya masyarakat setempat. 
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(6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) 
orang dari setiap dusun atau sebutan lain. 

(7) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan 
disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa 
dengan memperhatikan jumlah penduduk yang 
mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan 
dengan keputusan BPD. 

(8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c meliputi: 
a. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui 

musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka 
waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa 
mengesahkan calon kepala Desa terpilih; 

b. pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil 
musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada 
Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah 
menerima laporan dari panitia pemilihan; 

c. penerbitan Keputusan Bupati tentang 
pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa 
terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak 
diterimanya laporan dari BPD; dan 

d. pelantikan kepala Desa oleh Bupati paling lama 
30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan 
pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa 
terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

(9) Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar 
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat 
(3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan 
mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang 
pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati. 

 
13. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 58 
 

(1) BPD menyampaikan laporan calon kepala Desa 
terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati. 

(2) Bupati mengesahkan calon kepala Desa terpilih 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 
Keputusan Bupati. 
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(3) Bupati wajib melantik calon Kepala Desa terpilih 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

(4) Kepala Desa terpilih wajib bertempat tinggal di desa 
yang bersangkutan. 

 

14. Ketentuan Pasal 64 ayat (5) diubah sehingga Pasal 64 
berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 64 

(1) Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun 
terhitung sejak tanggal pelantikan. 

(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa 
jabatan secara berturut-turut atau tidak secara 
berturut turut. 

(3) Ketentuan periodesasi masa jabatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh wilayah 
Indonesia. 

(4) Ketentuan periodesasi masa jabatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan 
Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah desa. 

(5) Kepala Desa yang mengundurkan diri sebelum 
berakhir masa jabatan atau diberhentikan, Kepala 
Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa 
jabatan. 

(6) Kepala Desa yang diberhentikan sebelum berakhir 
masa jabatan, yang bersangkutan tidak dapat 
dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya. 

 

15. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

 
Pasal 66 

 
(1) Biaya pemilihan kepala Desa dan tugas panitia 

pemilihan kabupaten yang pelaksanaannya 
ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD. 

(2) Pemilihan kepala Desa antar waktu melalui 
musyawarah Desa dibebankan pada APBDesa. 

 

16. Ketentuan Pasal 69 ayat (2) diubah sehingga Pasal 69 
berbunyi sebagai berikut: 
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Pasal 69 
 

(1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati 
tanpa melalui usulan BPD setelah dinyatakan 
sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana 
penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan 
register perkara di Pengadilan. 

(2) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati 
tanpa melalui usulan BPD setelah ditetapkan 
sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, 
terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap 
keamanan negara. 

 
17. Ketentuan Pasal 72 diubah, ditambahkan 2 (dua) ayat 

sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 72 
 

(1) Dalam hal Kepala Desa yang diberhentikan 
sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, 
Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban 
Kepala Desa sampai dengan adanya putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap. 

(2) Dalam hal Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tidak dapat melaksanakan tugas dan 
kewajiban kepala desa maka ditunjuk pelaksana 
tugas dari PNS dilingkup Pemerintah Kabupaten 
Kotabaru yang bertugas pada kecamatan setempat. 

(3) Pelaksana tugas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat 
(1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. 

 
18. Diantara Pasal 75 dan Pasal 76 sisipkan 1 (satu) Pasal 

yakni Pasal 75A sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal  75A 

(1) Dalam hal penunjukan Penjabat Kepala Desa 
tertunda, Bupati menunjuk Pelaksana Tugas 
Kepala Desa dari PNS lingkup Pemerintah 
Kabupaten Kotabaru yang bertugas pada 
kecamatan setempat. 

(2) Pelaksana Tugas Kepala Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, 
wewenang, dan kewajiban yang sama dengan 
Kepala Desa. 
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Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Kotabaru. 

 
 

Ditetapkan di Kotabaru 
pada tanggal 22 November 2017 

BUPATI KOTABARU, 

ttd 

 

H. SAYED JAFAR 

 
 

Diundangkan di Kotabaru 
pada tanggal 22 November 2017 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU, 
 

ttd 

 

H. SAID AKHMAD 

 
 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU 
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